
https://journaledutech.com/index.php/great 
Global Research and Innovation Journal (GREAT) 

Volume 1, Nomor 2, 2025, Hal. 978-987 
ISSN: 3090-3289 

 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN YANG TIDAK 

MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCA PENAMBANGAN 

 
Jennyza Febrianda

1
, Junita Sari

2
, Shifa Amalia

3 

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung  
E-mail: fjennyza@gmail.com1 , junita.palembang@gmail.com2,  Shifamdh13@gmail.com3  

 

ABSTRAK Salah satu permasalahan kegiatan pertambangan terdapat dalam tahap kegiatan 
pasca- tambang. Banyak pengusaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan 
reklamasi pasca-tambang secara benar sehingga mengakibatkan pencemaran dan 
kerusakan pada lingkungan, Contohnya adalah kondisi yang terjadi di Desa Babakan 
Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2019 lalu 
masyarakat sekitar perusahaan pertambangan tersebut melakukan aksi unjuk rasa 
di kantor Gubernur Lampung. Warga mendesak Gubernur Lampung mencabut izin 
pertambangan karena melanggar Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 
(3) mengenai pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Upaya 
penanggulangan terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi pasca-tambang oleh 
pemegang IUP dan IUPK yang dilakukan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan 
reklamasi dan pasca-tambang di Pesawaran belum berjalan efektif, karena masih 
terdapat beberapa perusahaan yang lalai dalam melaksanakan kegiatan reklamasi 
dan pasca tambang. Faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap 
pelanggaran kewajiban reklamasi pasca-tambang oleh pemegang IUP dan IUPK yaitu 
masih banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak membuat dan menyerahkan 
dokumen rencana reklamasi dan pasca-tambang. Selain itu, masih terdapat beberapa 
perusahaan pertambangan yang tidak menutup dan mereklamasi lubang bekas 
tambang. Hal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan memberikan 
dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Meskipun perusahaan pertambangan 
telah meletakkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, kewajiban 
untuk melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang mutlak dimiliki oleh perusahaan. 
Pemerintah daerah sebaiknya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca-tambang, serta mendorong perusahaan 
tambang yang belum melaksanakan reklamasi dan/atau pasca-tambang untuk 
segera melaksanakannya. 

Kata kunci Penanggulangan, Pelanggaran, Kebijakan, Pertambangan, Reklamasi 

ABSTRACT One of the problems of mining activities is in the post-mining activity stage. Many 
mining companies do not carry out post-mining reclamation activities properly, 
resulting in pollution and damage to the environment, for example the conditions that 
occur in Babakan Loa Village, Kedondong District, Pesawaran Regency. In 2019, the 
community around the mining company held a demonstration at the Lampung 
Governor's office. The residents urged the Governor of Lampung to revoke the mining 
license because it violated Permen of ESDM Number 26 of 2018 Article 3 Paragraph (3) 
regarding the implementation of good mining engineering principles. Countermeasures 
against violations of post-mining reclamation obligations by IUP and IUPK holders by 
the local government related to the implementation of reclamation and post-mining in 
Pesawaran have not been effective, because there are still several companies that 
neglect to carry out reclamation and post-mining activities. The inhibiting factor of 
countermeasures against violations of post-mining reclamation obligations by IUP and 
IUPK holders is that there are still many mining companies that do not make and submit 
reclamation and post-mining plan documents. In addition, there are still several mining 
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 companies that do not close and reclaim ex-mining pits. This causes environmental 
damage and has a negative impact on surrounding communities. Although mining 
companies have deposited reclamation and post-mining guarantee funds, the 
obligation to carry out reclamation and post-mining is absolutely owned by the 
company. Local governments should be stricter in supervising the implementation of 
reclamation and post-mining activities, and encourage mining companies that have not 
yet carried out reclamation and/or post-mining to carry it out immediately. 

Keywords Countermeasures, Violations, Policy, Mining, Reclamation 

1. PENDAHULUAN 
 

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian 
hukum, dan kemanfaatan. Namun, baik dalam teori maupun praktik, menciptakan 
keharmonisan di antara ketiga nilai tersebut tidaklah mudah. Terkadang, untuk mencapai 
kepastian hukum, kita harus mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Sebaliknya, 
upaya untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan bisa berisiko mengorbankan 
kepastian hukum. Istilah "sistem peradilan pidana" merujuk pada mekanisme yang 
diterapkan untuk menangani kejahatan dengan pendekatan sistematis. Pendekatan ini 
melibatkan semua pihak yang terlibat sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung dan 
saling mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas demi mencapai tujuan yang sama. Dalam 
konteks ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memainkan 
peran penting sebagai elemen- elemen yang saling berkait dan saling mendukung satu 
sama lain. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) 
akhirnya telah dapat diakses setelah ditandatangani presiden dan diberikan penomoran. 
Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sangat dinantikan oleh 
pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan 
kepastian investasi, baik bagi pemegang IUP serta IUPK. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang- 
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk 
memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan 
pertambangan mineral dan batu bara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batu bara. 
Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan 
dalam Undang-Undang ini yaitu: 

1. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; 
2. Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; 
3. Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; 
4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau 

Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka 
penyiapan WIUP. 

5. Penguatan peran BUMN; 
6. Pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara 

termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk 
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jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan 
rakyat; dan 

7. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha 
Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
bagaimana penerapan sanksi dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dengan 
menggunakan pendekatan instrumen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca 
tambang, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Instrumen yang diterapkan dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam 
mereklamasi bekas tambang terdapat dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Pasal tersebut berbunyi: 

1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi 
dan/atau rencana Pasca tambang. 

2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan 
lahan Pasca tambang. 

3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha 
Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib: 

a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang 
sudah direklamasi; dan 

b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling 
luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan 
Reklamasi dan atauu Pasca tambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 99 Ayat (1) sepanjang frasa “wajib menyusun dan menyerahkan rencana 
reklamasi dan rencana pasca tambang” belum mengarah kepada kewajiban untuk 
merealisasikan reklamasi secara nyata. Hanya saja pada saat awal perizinan korporasi 
sudah diwajibkan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. 
Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 100 Ayat (2) bahwa pemerintah juga ikut 
bertanggungjawab dalam hal reklamasi ini. Pasal tersebut berbunyi: "Menteri dapat 
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana 
jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)". 

Salah satu permasalahan kegiatan pertambangan terdapat dalam tahap kegia $ta$n 
pa$sca $ ta $mba$ng. Kegia$ta$n rekla$ma$si pa $sca $ ta$mba$ng dila$ku$ka $n denga$n ca$ra$ menu$tu$p la$ha$n 
beka$s perta $mba $nga $n pa$da$ sa$a$t kegia $ta $n perta $mba$nga$n bera$khir a$ta$u$ a$ka$n bera$khir. 
Kegia $ta $n rekla $ma $si pa$sca $ ta$mba$ng wa $jib dila$ksa$na$ka$n oleh pemega $ng IU$P Eksplora$si 
da$n IU$PK Eksplora$si, ha$l tersebu$t dia $tu$r da$la$m Pa$sa $l 2 A$ya $t (1) Pera $tu$ra$n Pemerinta $h 
Nomor 78 Ta $hu $n 2010 tenta $ng Rekla $ma $si Pa $sca$ ta$mba $ng. Pa$da$ kenya$ta$a$nnya $, ba$nya$k 
pengu$sa$ha$ perta $mba $nga $n ya $ng tida$k mela $ku$ka$n kegia$ta$n rekla$ma$si pa$sca$ ta$mba$ng 
seca $ra$ bena$r da$n tepa $t ba$hka$n belu$m mela$ku$ka$n sa$ma$ seka$li sehingga$ menga$kiba$tka$n 
pencema$ra$n da$n keru$sa$ka$n pa$da$ lingku$nga$n, contohnya $ a$da$la$h kondisi ya $ng terja $di di 
Desa $ Ba$ba$ka$n Loa$, Keca$ma$ta$n Kedondong, Ka$bu$pa$ten Pesa $wa$ra$n. 
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Contoh ka $su$s pa$da$ Ta $hu $n 2019 la$lu$ Pemerinta$h Provinsi (Pemprov) La$mpu$ng 
terpa $ksa$ menu$tu$p sementa$ra $ opera$siona$l ta$mba$ng ema$s di Desa$ Ba$ba$ka$n Loa$, 
Keca $ma $ta $n Kedondong, Ka $bu$pa $ten Pesa $wa $ra$n, La$mpu $ng. Ma $sya $ra $ka$t sekita$r peru $sa $ha $a $n 
perta$mba$nga$n tersebu $t mela $ku $ka $n a$ksi u$nju $k ra $sa$ di ka$ntor Gu $bernu$r La$mpu$ng. Wa$rga$ 

mera$sa$ka$n lingku$nga$nnya $ tercema$r da$ri a $ktivita$s pena$mba$nga$n ema$s di sekita$r 
permu$kima$nnya$. Wa $rga $  mendesa$k Gu$bernu $r La$mpu$ng menca $bu$t izin perta$mba $nga$n 
ka $rena $ mela$ngga $r U$nda$ng-U$nda $ng Nomor 3 Ta $hu $n 2020 Pa $sa $l 96 mengena$i pela$ksa$na$a$n 
ka$ida$h teknik perta $mba $nga$n ya $ng ba $ik da$n penga $wa$s perta $mba $nga $n minera $l da $n ba$tu$  

ba$ra$. 

A$da$pu$n peru$sa$ha$a$n ya $ng belu$m mela $ku$ka$n rekla $ma $si di a$nta$ra$nya$ ya$itu$ PT. 
Ka$rya $ Bu$kit U$ta $ma $ (KBU$), PT. Na$pa$l U$mba$r Picu$ng (NU$P), PT. La$mpu$ng Kenca$na 
Cika$ntor (LKC), PT. La $mpu$ng Seja$htera $ Bersa$ma$ (LSB). Keempa$t peru$sa$ha$a$n tersebu$t 
mela$ku$ka$n a$ktivita $s pena$mba$nga$n ema$s denga$n menga$ba$ika$n lingku$nga$n sekita$r ya $ng 
menyeba $bka $n pencema $ra $n lingku$nga $n di sekita$r pemu$kima $n wa$rga $. $Kegia $ta$n 
perta$mba$nga$n ema $s di Desa$ Ba$ba$ka$n Loa$, Keca $ma $ta $n Kedondong, Ka $bu$pa $ten Pesa$wa $ra$n 
ba $nya $k meningga$lka$n lu$ba$ng beka$s ta$mba$ng a$kiba$t tida$k dila $ksa$na$ka$nnya$ kewa$jiba$n 
rekla $ma$si da$n pa$sca$ ta$mba$ng oleh pa$ra$ pela$ku$ u$sa$ha $ perta$mba$nga$n.6 Rekla$ma$si 
dila$ku$ka$n oleh peru $sa$ha$a$n perta$mba $nga$n sesu$a$i renca$na$ rekla $ma$si, terma$su$k 
peru $ba$ha $n renca$na$ rekla$ma $si, ya$ng tela $h disetu$ju$i oleh menteri, gu $bernu $r, a$ta$u$ 

bu$pa$ti/wa$li kota $, sesu$a$i denga$n kewena$nga$nnya $. U$nda$ng-U$nda$ng ini ju$ga$ dila$ku$ka$n 
penga $tu$ra $n kemba $li terka $it kebija $ka$n peningka $ta$n nila$i ta$mba$h minera$l da$n ba$tu$ ba$ra$, 
pembina$a $n da$n penga$wa$sa$n, penggu $na$a$n la$ha$n, da$ta$ da $n informa$si, pemberda$ya$a$n 
ma$sya$ra$ka$t, da$n kela $nju$ta$n opera $si ba $gi pemega $ng KK a $ta $u$ PKP2B. 

 
2. METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan studi pustaka untuk mengkaji aspek hukum pidana terkait 
kewajiban reklamasi pasca pertambangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan 
hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan, 
dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para 
ahli. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris melalui 
wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat instansi pertambangan, dan ahli 
hukum lingkungan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penegakan hukum pidana 
di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada 
interpretasi hukum dan relevansi penerapannya dalam kasus-kasus konkret. 

 
3. PEMBAHASAN 

 
3.1 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pasca- 

Tambang oleh Pemegang IUP dan IUPK 
U$pa$ya$ kepolisia $n meru$pa$ka$n ba$gia $n integra $l da $ri kebija $ka$n sosia$l (socia$l policy). 

Kebija$ka$n sosia $l da$pa$t dia $rtika $n seba$ga $i u$sa $ha $ ya $ng ra $siona $l u$ntu$k menca$pa$i 
keseja $htera $a $n ma $sya $ra $ka $t (socia $l welfa $re policy) da$n seka $ligu $s menca $ku$p perlindu $nga$n 
ma $sya $ra $ka$t (socia $l defence policy). Ja $di seca $ra$ singka $t da $pa$t dika$ta$ka$n ba$hwa$ tu$ju$a$n 
a $khir a$ta$u $ tu$ju$a $n u$ta$ma$ da$ri kebija $ka$n krimina$l ia $la $h “perlindu $nga$n ma $sya $ra $ka$t u$ntu$k 
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menca$pa$i keseja $htera$a $n”. Kebija$ka$n penga$nggu$la$nga$n keja$ha$ta $n (politik krimina $l) 
menu$ru$t Ba $rda $ Na $wa $wi A$rif menggu$na$ka$n 2 (du $a$) sa$ra$na$, ya $itu$: 
1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sa$ra$na$ pena$l a$da$la$h pena$nggu $la $nga $n keja$ha$ta$n denga$n menggu$na$ka$n hu$ku$m 
pida $na$ ya $ng di da $la $m nya $  terda$pa$t du$a$ ma$sa$la$h sentra$l, ya $itu$: 
a. Perbu$a $ta $n a$pa$ ya $ng seha$ru$snya $ dija$dika$n tinda$k pida$na$. 
b. Sa$nksi a $pa $ ya $ng seba$iknya$ digu$na$ka $n a$ta$u $ dikena$ka$n pa $da $ pela $ngga $r. 

Ted Honderich ju$ga$ berpenda$pa$t, ba$hwa$ su$a$tu$ pida$na$ da$pa$t disebu$t seba$ga$i a$la$t 
pencega $ha$n ya $ng ekonomis (economica $l deterrents) a$pa$bila$ dipenu$hi bebera$pa$ sya$ra$t 
ya$itu$ pida$na$ itu$ su$nggu$h mencega$h, la$lu$ pida$na$ itu$ tida$k menyeba $bka$n timbu$lnya$ 

kea$da$a$n ya $ng lebih berba $ha$ya$/meru$gika$n da$ripa$da$ ya$ng a $ka$n terja$di a$pa$bila$ pida$na$ itu$ 

tida$k dikena $ka$n serta$ ya $ng tera $khir, tida$k a$da$ pida$na$ la$in ya $ng da$pa$t mencega$h seca$ra$ 

efektif denga $n ba $ha $ya $/keru $gia $n ya $ng lebih kecil. 
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal 

Kebija $ka$n pena$nggu $la$nga$n keja$ha$ta$n denga$n sa$ra$na $ non pena$l ha $nya$ melipu$ti 
penggu$na$a$n sa$ra$na $ sosia $l u$ntu$k memperba$iki kondisi-kondisi sosia$l tertentu$, na$mu$n 
seca $ra $ tida $k la$ngsu$ng mempenga$ru$hi u$pa$ya$ pencega$ha $n terja $dinya$ keja$ha$ta$n. Penjela$sa$n 
di a$ta$s menu $nju$kka$n ba$hwa$ kebija $ka$n pena$l menitik bera $tka $n pa$da$ sifa$t represif setela$h 
su$a$tu $ tinda$k pida$na$ terja $di denga$n du$a$ da$sa$r ya$itu$ penentu$a$n perbu$a$ta$n a$pa$ ya $ng 
seha$ru $snya $ dija $dika $n tinda$k pida$na$ da$n sa$nksi a$pa$ ya $ng seba$iknya $ digu$na$ka$n a$ta$u$ 

dikena $ka $n kepa$da $ si pela $ngga $r. Kebija $ka$n nonpena$l lebih bersifa $t tinda$ka$n pencega$ha$n 
ma$ka$ sa$sa$ra$n u$ta$ma $nya $  a$da$la$h mena $nga$ni fa$ktor-fa$ktor kondu$sif penyeba$b terja$dinya$ 

keja $ha $ta $n ba$ik seca $ra $ la$ngsu$ng a$ta$u$ tida $k la$ngsu$ng. 
Ba $hwa$ sektor perta $mba $nga$n ya $ng meru $pa$ka$n sa $la$h sa$tu$ penggera$k perekonomia$n 

di Indonesia $ denga$n bera$ga$m jenis ga $lia $nnya $, penggolonga$n ba$ha$n ga$lia$n dia$tu$r da$la$m 
Pa $sa$l 3 U$U $ Nomor 11 Ta $hu$n 1967 tenta $ng Ketentu$a $n Pokok Perta $mba$nga$n da$n Pa$sa$l 1 
Pera$tu$ra $n Pemerinta $h Nomor 27 Ta $hu$n 1980 tenta $ng penggolonga$n ba $ha$n ga$lia $n diba$gi 
menja$di tiga$ ya$kni: ba $ha $n ga $lia $n stra$tegis, ba $ha $n ga $lia $n vita$l, da $n ba $ha $n ga$lia$n ya$ng tida$k 
terma $su$k ba $ha $n ga $lia $n stra$tegis da $n vita $l a$ta $u $  ya $ng bia$s disebu $t seba$ga$i ba$ha$n ga$lia$n c. 
Seda $ngka $n berda$sa $rka$n U$U$ Nomor 3 Ta $hu$n 2020 tentang$ Peru$ba$ha$n A$ta$s U$U$ Nomor 4 
Ta $hu$n 2009 tenta $ng Perta $mba $nga$n Minera$l da$n Ba$tu$ba$ra$ (U$U$ Minerba$) da$la$m Pa$sa$l 34 
A$ya$t (1) u$sa$ha$ perta $mba$nga$n dikelompok menja$di du$a$ ya$itu$ perta$mba$nga$n minera$l da$n 
perta $mba $nga$n ba$tu$ ba$ra$, da$n Pa $sa$l 34 A $ya $t (2) menjela $ska$n perta $mba$nga$n minera$l 
digolongka $n menja $di empa$t ba$gia$n ya$itu$: Perta $mba $nga$n minera$l ra $dioa$ktif, 
Perta $mba $nga$n minera $l loga$m, Perta $mba $nga $n minera $l bu$ka$n loga$m da$n perta $mba $nga $n 
ba$tu$a$n. 

Perta$mba$nga$n menu$ru$t U$nda$ng-u$nda $ng Nomor 3 Ta $hu $n 2020 tenta $ng 
Perta $mba $nga$n Minera $l da$n Ba$tu$ba$ra $ Pa$sa $l 1 A$ya$t (1) a$da$la$h seba$gia$n a$ta$u$ selu$ru$h 
ta$ha$pa$n kegia$ta$n da$la $m ra $ngka $ penelitia $n, pengelola $a $n da $n pengu $sa$ha$a$n minera$l a$ta$u$ 

ba$tu$ ba$ra$ ya $ng melipu$ti penyelidika$n u$mu$m, eksplora$si, stu$di kela$ya$ka$n, konstru$ksi, 
pena$mba$nga$n, pengola $ha $n da $n pemu $rnia $n, penga$ngku $ta$n da $n penju$a$la$n, serta $ kegia$ta$n 
pa$sca $ ta $mba $ng. Ba$tu$a$n a$da$la$h Minera $l ya $ng terbentu$k di a $la $m, ya $ng memiliki sifa$t fisik 
da$n kimia$ tertentu$, da$la$m Pa$sa $l 2 A$ya$t (2) ba$gia $n d Pera$tu$ra$n Pemerinta$h Repu$blik 
Indonesia$ nomor 23 Ta $hu$n 2010 tenta$ng Pela$ksa$na$a$n kegia$ta$n U$sa$ha$ Perta$mba$nga$n 
Minera$l da $n Ba$tu$ba$ra $ ya$ng ma $su $k da $la $m golonga$n ba$tu$a$n a$nta$ra$ la$in ta$na$h u$ru$g, pa$sir 
u$ru $g, pa $sir pa$sa$ng, ba$tu$ ga$mping da $n la $in-la$in. Da $pa$t didefinisika$n ba$hwa$ perta$mba$nga$n 
ba$tu$a$n a$da$la$h seba$gia$n a$ta$u$ selu$ru$h ta$ha$pa$n kegia$ta$n da$la$m ra$ngka$ penelitia$n, 
pengelola $a $n da $n pengu$sa$ha$a$n ba$tu$a $n (ta $na $h u$ru $g, pa $sir u$ru $g, ba$tu$ ga$mping, da $n la$in- 
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la$in) ya $ng melipu$ti penyelidika$n u$mu $m, eksplora$si, stu $di kela $ya $ka$n, konstru$ksi, 
pena$mba$nga$n, pengola $ha $n da $n pemu$rnia $n, penga$ngku $ta$n da $n penju$a$la$n, serta$ kegia$ta$n 
pa$sca$ ta$mba$ng. 

U$nda$ng-U $nda$ng Nomor 3 Ta $hu$n 2020 tenta$ng Perta$mba$nga$n Minera$l da$n Ba$tu$ 

Ba$ra$ Pa$sa$l 1 A$ya$t (26) menyebu $tka $n: “Rekla$ma $si a$da$la$h kegia$ta$n ya$ng dila$ku$ka$n 
sepa$nja$ng ta$ha$pa$n u$sa$ha$ perta$mba $nga$n u$ntu$k mena$ta$, memu$lihka$nda$n memperba$iki 
ku$a$lita$s lingku$nga$n da$n ekosistem a$ga$r da $pa $t berfu$ngsi kemba $li sesu$a $i peru $ntu $ka$nnya $”. 
Rekla $ma $si meru$pa $ka$n u$sa$ha$ pelesta$ria$n kemba $li terha$da $p lingku$nga$n pa$sca$ ta$mba$ng 
ba$ik reboisa$si a$ta$u $ pena $na $ma $n kemba$li pa$da $ la$ha$n pa$sca$ ta$mba$ng. Dima$na $ peru$sa$ha$a$n 
ta$mba$ng berta $nggu$ng ja $wa$b memu$lihka $n kemba $li lingku $nga $n ya$ng sempa$t ru $sa$k a $kiba $t 
kegia$ta$n perta$mba $nga$n ya $ng na $ntinya$ bisa$ sa$ja$ dima$nfa$a$tka$n kemba$li. Contohnya$ 

wila$ya$h beka $s ga $lia $n ta$mba$ng da $pa $t dima $nfa $a $tka $n kemba$li seba$ga$i la$ha $n ya $kni perta$nia$n 
la$ha$n ba$sa$h. 

Ha$l ini seca $ra$  tida$k la$ngsu$ng peru$sa$ha$a$n da$pa$t memba$ntu$ pemerinta$h 
mewu$ju$dka$n keseja $htera $a$n ra $kya $t denga $n tela $h memberika$n ba$hka$n mencipta $ka$n 
la $pa$nga$n pekerja$a$n ya $ng ba$ru$ kepa $da $ ma $sya$ra$ka$t. U$nda$ng-U$nda$ng Nomor 3 Ta $hu $n 2020 
Pa $sa$l 1 A $ya $t (27) menyebu $tka$n: “Kegia$ta$n pa $sca $ ta$mba$ng ya$ng sela$nju$tnya$ disebu$t pa$sca$ 

ta $mba $ng, a$da$la$h kegia $ta $n terenca$na$, sistema $tis, ya $ng berla $nju$t setela $h a$khir seba $gia $n 
a$ta$u $ selu$ru$h kegia $ta$n u$sa$ha$ perta$mba $nga$n u $ntu $k memu$lihka $n fu$ngsi lingku$nga$n a$la$m 
da$n fu$ngsi menu $ru$t kondisi di selu $ru $h wila $ya $h pena $mba $nga $n”. Pa$sa $l 140 A$ya $t (3) U $U $ 

Minerba$ dia $tu$r ba$hwa$ kewena$nga$n u$ntu$k mela$ku$ka$n penga$wa$sa$n terha$da$p pela$ksa$na$a$n 
kegia$ta$n u$sa $ha $ perta$mba$nga$n ya $ng dila $ku$ka $n oleh pemega$ng izin meru$pa$ka$n 
wewena$ng da$ri Menteri, Gu$bernu $r, da$n Bu$pa$ti/Wa$likota$. Setela$h berja$la$n ku$ra$ng lebih 
42 Ta $hu $n, U$U$ No. 11 Ta $hu $n 1967 diga$nti denga $n U$nda$ng- U$nda$ng No. 4 Ta $hu$n 2009 
tenta $ng Perta $mba $nga $n Minera $l da$n Ba$tu$ Ba$ra$ (U$U$ Minerba$) ya $ng diberla $ku$ka$n pa$da$ 

ta$ngga$l 12 Ja $nu$a $ri 2009. Berbeda$ denga$n U$U$ No. 11 Ta$hu$n 1967 ya$ng sa$nga$t sedikit 
menga$tu$r mengena $i perlindu$nga$n da$n pengelola$a$n lingku$nga$n hidu$p, ma$ka$ da$la$m U$U$ 

Minerba$ tersebu$t cu$ku $p ba $nya $k ketentu$a$n ya $ng menga$tu$r lingku$nga $n hidu$p. Pela$ksa$na$a$n 
rekla $ma $si wa$jib memenu$hi prinsip perlindu $nga$n da$npengelola$a$n hidu$p perta $mba $nga$n, 
kesela$ma$ta$n da$n keseha$ta $n kerja $, serta$ konserva $si minera$l da$n ba$tu$ ba$ra$. Prinsip 
perlindu$nga$n da$n pengelola$a $n lingku $nga $n hidu$p tersebu$t melipu$ti: 

a. perlindu$nga$n terha$da$p ku$a$lita$s a$ir permu$ka$a$n, a$ir ta $na$h, a$ir la$u$t, da $n ta$na$h serta$ 

u$da$ra$ berda $sa$rka$n sta$nda$r ba$ku$ mu$tu$ a$ta$u $ kriteria$ ba$ku$ keru$sa$ka$n lingku$nga$n 
hidu$p sesu$a$i pera$tu$ra$n peru$nda$ng-u$nda$nga$n; 

b. perlindu$nga$n da $n pemu$liha$n kea $neka $ra $ga $ma $n ha$ya$ti; 
c. penja $mina $n terha $da$p sta $bilita $s da $n kea$ma $na$n timbu$na$n ba$tu$a $n penu$tu$p, 

kola$m ta$iling, la$ha$n beka$s ta$mba$ng da$n stru$ktu$r ba$tu$a$n la $innya$; 
d. pema$nfa$a$ta$n la $ha$n beka$s ta$mba $ng sesu$a$i peru$ntu$ka$nnya $; 
e. memperha$tika$n nila$i-nila $i sosia$l serta $ bu$da$ya $ setempa$t; 

f. perlindu$nga$n terha$da$p ku$a $ntita $s a $ir ta$na $h sesu $a $i pera $tu$ra $n peru$nda $ng-u$nda $nga $n. 
Prinsip kesela$ma $ta$n da$n keseha $ta $n kerja $ seba$ga$ima $na$ tela$h disebu$tka$n di a $ta$s, 

melipu$ti perlindu$nga$n kesela$ma$ta$n terha$da $p setia$p pekerja$ a$ta$u$ bu$ru $h, da$n 
perlindu$nga$n setia$p pekerja $ a$ta $u$ bu$ru$h da $ri penya $kit a$kiba$t kerja$. Da $n tera $khir, prinsip 

konserva$si minera $l da$n ba$tu$ ba$ra$, melipu$ti pena$mba $nga $n ya $ng optima $l, penggu $na $a $n 
metode da$n teknologi pengola$ha $n serta$ pemu $rnia$n ya $ng efektif da$n efisien, pengelola $a $n 
da $n a$ta$u $ pema$nfa$a $ta$n ca $da$nga$n minera$l, minera$l ka $da$r renda $h, da $n minera$l iku $ta $n serta $ 

ba$tu$ ba$ra$ ku$a $lita $s renda$h, da $n pena $ta $a$n su $mber da $ya $ serta $ ca$da$nga$n minera$l da $n ba$tu$ 

ba$ra$ ya $ng tida $k terta $mba $ng serta $ sisa$ pengola $ha $n da $n pemu$rnia$n. 
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Pemega$ng izin sebelu$m mela$ku$ka$n kegia $ta$n pa$da$ ta$ha$p eksplora$si wa$jib menyu$su$n 
renca$na$ rekla$ma $si berda$sa$rka$n doku$men lingku $nga$n hidu $p ya $ng dimu $a $t da$la$m renca$na$ 

kerja$ da$n a$ngga$ra $n bia$ya $ eksplora$si, ya$ng disera$hka$n kepa$da$ insta$nsi ya $ng berwena$ng 
di pu$sa $t da$n/a$ta$u$ da$era$h setela $h izin perta $mba$nga$nnya $ disetu$ju$i. Pemega$ng izin ya$ng 
tela$h menyelesa$ika$n stu$di kela$ya$ka $n ha $ru$s menga $ju$ka$n renca $na $rekla$ma $si da $n pa$sca$ 

ta$mba$ng kepa$da$ pemerinta$h ya $ng disu$su$n berda$sa$rka$n doku$men lingku$nga$n hidu$p ya$ng 
tela$h disetu$ju$i insta $nsi ya $ng berwena $ng, serta$ dia $ju$ka$n bersa $ma $a$n denga$n penga$ju$a$n 
permohona$n izin u $sa$ha$ perta $mba $nga$n ta$ha $p opera $si produ$ksi. 

Penja$tu$ha $n sa $nksi meru $pa$ka$n ha$l ya $ng penting da $la$m penega$kka$n hu$ku$m 
perta$mba $nga$n. Pemberia $n sa$nksi ini diha $ra $pka$n ma$mpu$ memberika$n impu $ls kepa$da$ 

peru $sa$ha $a$n perta $mba $nga$n u$ntu$k menu $na $ika$n ta $nggu $ng ja $wa$bnya $  da$la$m ha $l 
merevita$lisa$si lingku $nga$n a$kiba$t a$ktivita$s perta$mba$nga$n tersebu$t. Pa$da$ U$U$ Minerba$, 
terda$pa$t du$a$ jenis sa$nksi ya$ng terca$ntu$m di da$la$mnya$, ya$itu$ sa$nksi a$dministra$tif da$n 
sa $nksi pida$na$. 

a. Sanksi Administratif 

Sa$nksi a$dministra$tif a$da$la$h sa$nksi ya$ng mu$ngkin dija$tu$hka$n a$ta $u$ dipa$ksa$ka$n seca $ra$ 

la $ngsu$ng oleh insta$nsi pemerinta $h ya $ng berwena$ng ta$npa$ menu$nggu$ perinta$h da$ri 
penga$dila$n. Di Indonesia$, dia$su$msika$n ba$hwa$ penja$tu$ha$n sa$nksi a$dministra$tif 
mensya $ra $tka$n ka$ita$n ya$ng tela$h a$da$ sebelu$mnya$, misa$lnya $ izin u$sa$ha$ ya$ng dikelu$a$rka$n 
oleh pemerinta$h. Da$ri pengertia$n tersebu $t da$pa$t dipa$ha$mi ba$hwa$ sa$nksi a$dministra$tif 
diberika $n oleh insta$nsi pemerinta $h kepa$da$ ora$ng a$ta$u$ ba$da$nhu$ku$m ya$ng tela$h 
memperoleh izin u$sa $ha $  berda$sa $rka$n izin ya $ng diberika $n. Kemu$dia $n, pengertia$n sa$nksi 
a$dministra$tif a $pa $bila $ diliha $t da$ri segi hu$ku$m perta $mba $nga$n a$da$la$h sa$nksi ya$ng 
dija $tu $hka $n oleh pemberi izin kepa$da$ pemega $ng izin, ya$ng diseba$bka$n ka$rena$ mela$ku$ka$n 
pela$ngga$ra$n terha$da$p su$bsta$nsi izin da $n ketentu$a$n peru$nda $ng-u$nda $nga $n ya $ng berla$ku$. 

Sa$nksi a$dministra $tif beru$pa$ peringa$ta$n tertu$lis diberika$n pa$ling ba$nya$k tiga$ ka$li 
denga $n ja $ngka$ wa$ktu$ peringa $ta $n ma$sing-ma$sing 30 ha$ri. A$pa$bila$ pemega$ng izin tela$h 
menda$pa$t sa$nksi peringa $ta $n tertu$lis seba$nya $k tiga$ ka $li, a$ka$n teta$pi belu$m mela$ksa$na$ka $n 
kewa $jiba $nnya $, ma$ka$ pemega $ng izin dikena $ka$n sa$nksi a$dministra$tif beru$pa$ penghentia$n 
sementa$ra $ a$ta$u$ selu $ru$h kegia$ta$n perta$mba$nga$n. Penghentia$n sementa$ra$ seba$gia$n a$ta$u$ 

selu$ru$h kegia$ta$n perta $mba$nga$n tersebu $t dikena $ka$n da$la$m ja $ngka$ wa$ktu$ pa$ling la$ma$ 90 
ha$ri. 

A$pa$bila$ setela $h dikena $ka $n sa$nksi beru$pa$ penghentia$n sementa$ra$ seba$gia$n a$ta$u$ 

selu$ru$h kegia$ta$n perta $mba$nga$n pemega$ng izin belu$m ju$ga mela$ksa$na$ka$n 
kewa$jiba$nnya $  sa$mpa$i denga $n bera$khirnya $ ja$ngka$ wa$ktu$ pengena$a$n sa$nksi, ma$ka$ 

pemega$ng izin dikena$ka$n sa$nksi beru $pa $ penca$bu$ta$n izin u$sa$ha$. Pemega$ng izin ya$ng 
dikena$i sa $nksi a $dministra$tif beru$pa$ penca$bu$ta $n izin u$sa $ha $ tida$k menghila$ngka$n 
kewa$jiba$nnya $  u$ntu$k mela $ku$ka $n rekla$ma$si da $n pa$sca $ ta$mba $ng. 

b. Sanksi Pidana 

Ba $hwa$ pengertia $n sa$nksi pida$na$ da$la$m bida$ng perta $mba$nga$n a$da$la$h hu$ku$ma$n 
ya $ng dija$tu$hka$n kepa$da$ ora$ng da$n/a$ta$u$ ba$da$n u$sa$ha$ ya$ng mela$ngga$r u$nda$ng- u$nda$ng di 
bida$ng perta $mba $nga $n. Ketentu$a $n pida$na$ da $la$m kegia $ta $n perta $mba $nga$n dia$tu$r seca$ra$ 

khu $su$s di U$U $ Minerba$, ya $itu $ Pa $sa$l 158 sa $mpa$i Pa$sa$l 165. Lemba$ga$ ya$ng berwena$ng u$ntu$k 
mela$ku$ka$n penyidika $n di bida$ng perta $mba $nga$n tela$h ditentu$ka$n di da $la$m Pa$sa$l 149 da$n 
Pa$sa$l 150 U$U$ Minerba$. Lemba$ga$ ya $ng berwena$ng u$ntu$k mela$ku$ka$n penyidika$n di bida$ng 
perta $mba $nga$n a $da$la$h peja$ba$t Polisi Nega$ra$ Repu$blik Indonesia $ da$n peja$ba$t Pega$wa$i 
Negeri Sipil (PNS). 



Jennyza Febrianda, Junita Sari, Shifa Amalia 

Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol 1, No. 2, 2025, Hal 978-987 

985 

 

 

Su$bjek hu$ku$m ya $ng da$pa$t dikena $i sa$nksi pida$na$ da$la$m bida$ng perta$mba$nga$n ini, 
ya$itu$ ora$ng perora$nga $n, pengu$ru$s ba$da$n hu$ku$m, da$n/a$ta$u$ ba$da$n hu$ku$m. A$pa$bila$ tinda$k 
pida$na$ dila$ku$ka$n oleh su $a$tu $ ba$da$n hu$ku$m, sela$in pida$na$ penja$ra$ da$n denda$ terha$da$p 
pengu$ru$snya $, pida $na $ ju$ga$ bisa$ dikena$ka$n terha$da$p ba$da$n hu$ku$m tersebu$t beru$pa$ pida$na$ 

denda$ denga$n pembera$ta$n dita $mba $h 1/3 ka $li da$ri ketentu$a$n ma$ksimu $m pida$na$ denda$ 

ya $ng dija$tu$hka$n. Sela $in pida $na$ denda$, ba $da $n hu$ku $m tersebu$t ju$ga$ da$pa$t dija$tu$hi pida$na$ 

ta$mba$ha$n beru$pa $ penca$bu$ta$n izin u$sa$ha$ da$n/a$ta$u$ penca$bu$ta$n sta$tu$s ba$da$n hu$ku$m. 
Meskipu$n su$da$h seca $ra $ tega$s su$da$h dia $tu $r da$la$m u$nda$ng-u$nda$ng mengena$i 

kewa $jiba$n u$ntu$k mela $ku$ka$n rekla $ma$si da$n pa$sca$ ta$mba $ng, tingka$t keberha$sila$n 
rekla $ma $si da$n pa$sca$ ta$mba$ng di bebera $pa $ tempa$t ma$sih renda$h da$n ba$hka$n ba$nya$k 
meningga$lka $n lu $ba$ng beka$s ga$lia$n ya$ng dibia$rka$n terbu $ka$. Da$la$m ha$l peru$sa$ha$a$n 
ta$mba$ng ya $ng besa $r, u$mu$mnya $  mempu $nya $i komitmen ya $ng cu$ku$p tinggi da$la$m 
mela$ksa$na$ka $n kegia $ta $n rekla$ma$si. A$ka$n teta $pi, terda$pa $t ju$ga$ peru $sa$ha$a$n kecila$ta$u$ 

ta$mba$ng lia$r ya $ng tida$k memiliki keterika $ta $n komitmen terha$da$p lingku $nga$n sehingga $ 

denga$n begitu$ sa$ja$ meningga$lka$n la$ha$n beka$s ta $mba $ng. 
Pa $sa$l 96 hu $ru $f c U $U $ Minerba $ menega$ska$n ba$hwa$ setia$p pemega$ng Izin U$sa$ha$ 

Perta $mba$nga$n (IU $P) da $n Izin U$sa$ha$ Perta$mba$nga$n Khu$su$s (IU $PK) wa $jib mela $ksa$na$ka$n 
pengelola$a$n da$n pema$nta$u$a$n lingku$nga$n perta$mba$nga $n, terma$su$k kegia $ta$n rekla $ma $si 
da$n pa$sca$ ta $mba $ng. Dika$rena$ka$n U$U $ Minerba $ belu$m menga $tu$r mengena$i ta$ta$ ca$ra$ 

pela$ksa$na $a$n rekla $ma $si da$n pa$sca $  ta$mba $ng,sela$nju$tnya $ pemerinta$h Pera$tu$ra$n 
Pemerinta$h Nomor 78 Ta $hu$n 2010 tenta $ng Rekla $ma $si da$n Pa$sca $ ta$mba$ng ya $ng menga $tu$r 
mengena $i pela $ksa$na$a$n rekla$ma$si da $n pa$sca $ ta$mba$ng ya$ng belu$m dia $tu$r da$la$m U$U$ No. 3 
Ta $hu $n 2020. 

Berda $sa $rka$n sifa$t da$n keterda $pa $ta $nnya $, dima$na$ minera$l da$n ba$tu$ ba$ra$ seca$ra$ 

geologis terda $pa $t da$la$m bu$mi, ba $ik ya $ng ma $sih terpenda $m ma$u$pu$n tela$h tersingka$p di 
permu $ka $a $n, su$da $h da $pa$t dipa$stika$n a $ka$n menimbu$lka$n da $mpa$k fisik seca$ra$ la $ngsu$ng 
terha$da$p lingku $nga $n. Berda$sa $rka$n identifika$si da$n penga$la$ma $n, ba$hwa$ da$mpa$k 
lingku$nga$n ya $ng diseba$bka$n oleh a$da $nya $  a $ktivita $s perta $mba $nga $n, ya$itu$ beru$ba$hnya$ 

morfologi a$la$m, ekologi, hidrologi, pencema $ra$n a $ir, u$da$ra$, da$n ta$na$h. Ba$hwa$ da$mpa$k 
nega$tif perta $mba $nga $n di Indonesia $ terha $da $p lingku$nga$n a$da $la$h seba$ga$i beriku $t: 

1) bebera $pa $ peru $sa$ha$a$n perta $mba $nga$n tida$k terla$lu $ memerha$tika$n kelesta$ria $n 
lingku$nga$n; 

2) peneba $nga$n hu $ta $n u $ntu $k kegia $ta$n perta$mba$nga$n; 
3) limba$h kegia $ta $n perta $mba $nga$n ya $ng mencema $ri lingku$nga$n; 
4) la $ha $n beka$s pena$mba$nga$n ya$ng dibia $rka$n menga$nga$; 
5) memba $ha$ya $ka$n ma $sya $ra $ka$t sekita $r. 

Oleh ka $rena $ terda$pa$t bebera$pa$ peru$sa$ha$a$n perta$mba$nga$n ya$ng u$sa$ha$nya$ 

berda $mpa $k terha $da $p lingku$nga$n, ma$ka$ nega$ra$ mewa$jibka$n setia$p peru$sa$ha$a$n u$ntu$k 
memiliki izin lingku$nga$n, ya $ng meru$pa$ka$n da $sa$r ba $gi peru$sa$ha$a$n u $ntu$k memperoleh izin 
u$sa$ha$. Kewa$jiba$n tersebu$t ditu$a$ngka$n oleh nega $ra $ mela$lu$i U$nda$ng-U $nda$ng No. 32 Ta $hu $n 
2009 tenta $ng Perlindu$nga$n da$n Pengelola $a$n Lingku$nga$n Hidu$p. Izin lingku$nga$n tersebu $t 
meru$pa$ka$n izin prinsip ba $gi peru $sa$ha $a$n a$ga$r setia$p peru$sa$ha$a$n da$la$m menja $la $nka$n 
kegia$ta$n u$sa$ha$nya $ memiliki perha$tia$n da$n ta $nggu$ng ja $wa $b terha$da$p lingku$nga$n. 
Pemberia$n Sa$nksi denga $n a$da $nya $  kebera$da$a $n sa$nksi seba$ga$i norma$ hu$ku$m meru$pa $ka$n 
a$la$t kontrol ba$gi pemerinta$h da $era $h terha$da$p peru $sa $ha $a $n perta $mba$nga $n ya $ng tida $k ta $a$t 
a $ta $u$ mela$ku$ka$n pela $ngga$ra $n terha $da $p pera $tu$ra$n peru$nda$ng-u$nda$nga$n, terma$su$k 
pela$ngga$ra $n mengena $i tida$k dila$ksa$na$ka$nnya$ kegia $ta$n rekla $ma$si da$n pa$sca$ ta$mba$ng 
oleh peru$sa$ha$a$n perta $mba $nga $n. 
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3.2 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemegang IUP dan 
IUPK yang Tidak Melaksanakan Reklamasi Pasca Tambang 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali 

pemahaman yang mendalam mengenai proses pembinaan warga jemaat dalam 
memperteguh iman re maja Kristen. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemanfaatan 
berbagai buku dan literatur yang digunakan dalam kegiatan pembinaan gereja sebagai 
sarana untuk memperkuat iman remaja dalam konteks kehidupan bergereja. 

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis isi terhadap buku-buku panduan 
yang digunakan dalam program pembinaan gereja. Selain itu, peneliti juga mengkaji 
jurnal-jurnal ilmiah yang relevan untuk memperoleh wawasan tambahan mengenai 
Pendidikan Agama Kristen dan kontribusinya terhadap pembinaan iman remaja. Dengan 
pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif 
mengenai peran literatur dalam mendukung pertumbuhan spiritual remaja Kristen di 
lingkungan gereja. 

 
3. PENUTUP 

 
Penyelengga$ra$a $n kegia$ta$n rekla $ma $si da$n pa$sca$ ta$mba$ng dimu$la$i denga$n 

menyera $hka $n renca $na$ rekla$ma$si da$n renca$na$ pa$sca$ ta$mba$ng ketika $ pemega$ng izin 
menga$ju$ka$n permohona$n izin u$sa$ha$, dima$na$ renca$na$ rekla$ma$si da$n renca$na$ pa$sca$ 

ta$mba$ng tersebu $t disu$su$n berda$sa$rka$n doku $men lingku$nga$n hidu$p ya $ng tela$h disetu$ju $i 
oleh pemerinta$h. Sebelu$m diberla$ku$ka$nnya$ PP No. 78 ta$hu$n 2010, ba$nya$k peru$sa$ha$a$n 
perta $mba $nga$n di Pesa $wa$ra$n ya $ng tida$k membu$a$t da$n menyera $hka$n doku$men renca $na$ 

rekla $ma$si da$n renca$na$ pa$sca$ ta$mba$ng. Ha$l itu$ diseba$bka$n ka$rena$ peru$sa$ha$a$n- 
peru$sa $ha$a $n tersebu $t menga$ngga$p ba$hwa$ pembu$a$ta$n doku$men renca$na$ rekla$ma$si da$n 
renca$na $ pa$sca $ ta$mba$ng tida$k diperlu$ka$n ka$rena$ mereka$ tela$h menempa$tka$n ja$mina$n 
rekla $ma $si da$n ja $mina $n pa$sca $ ta $mba $ng. 

Setela $h  diberla $ku$ka$nnya$  PP No. 78 ta$hu$n 2010, pemerinta $h mu$la$i 
mensosia$lisa $sika$n mengena$i kewa$jiba$n pemega$ng izin mengena$i pembu$a$ta$n doku$men 
renca$na$ rekla$ma $si da $n renca$na$ pa$sca $ ta$mba$ng. Ba$hka$n, sa$mpa $i ta$hu $n 2022 seka$ra$ng ini, 
pemerinta$h ma$sih menja$la $nka$n sosia$lisa$si tersebu $t ka$rena$ ma$sih a$da$ peru$sa$ha$a$n ya$ng 
belu$m membu$a$t da$n menyera$hka$n renca$na$ rekla $ma $si da$n renca$na$ pa$sca$ ta $mba$ng. 

Wa$la$u$pu$n ma$sih a$da$ peru$sa$ha$a$n ya $ng belu$m menyera$hka$n doku$men renca$na$ 

rekla$ma $si, tida$k sedikit pu$la$ peru$sa$ha$a$n ya $ng tela $h menyera $hka$n doku$men renca$na$ 

rekla $ma$si da$n renca$na$ pa$sca $ ta$mba$ng. Sa$la$h sa$tu$ peru$sa$ha$a$n perta$mba$nga$n di 
Pesa$wa$ra$n ya $ng belu$m menyera$hka$n doku$men tersebu $t a$da$la$h PT. Ka$rya$ Bu$kit U$ta$ma$ 

(KBU$), PT. Na$pa $l U$mba$r Picu$ng (NU$P), PT. La$mpu$ng Kenca $na $ Cika$ntor (LKC), PT. 
La$mpu$ng Seja $htera $ Bersa$ma$ (LSB). Di da $la$m proses penega$ka$n hu$ku$m, a$da$ bebera $pa $ 

fa $ktor ya $ng mempenga $ru$hinya $. 
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